[image: image1.png]



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  25 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang
:
bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  7  Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
Nomor

23
Tahun
2013
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur
tentang
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang

Nomor

10
Tahun
1950
tentang Pembentukan
Provinsi
Jawa

Tengah
(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-

92);

2.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.
Undang-Undang
  Nomor

1
Tahun

2004
  tentang Perbendaharaan
Negara
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.
Undang-Undang
Nomor


32
Tahun
2004
  tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor
  12
Tahun
2008
 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
 Pemerintahan

Daerah
(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.
Undang-Undang
Nomor

33
Tahun
2004
  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor
33,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik

Indonesia Nomor 4700);

8.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang Dana
Perimbangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang Laporan
Keuangan

Dan
Kinerja
Instansi
Pemerintah (Lembaran
Negara
 Republik
Indonesia
Tahun
2006

Nomor
25,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik

Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006  tentang Tata
Cara
Pengendalian

Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2006  tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2006

Nomor
97,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik

Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala
 Daerah

Kepada
Dewan

Perwakilan
Rakyat Daerah,

Dan
Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik
 Indonesia

Tahun
2007
Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
Dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2008  tentang Dekonsentrasi
Dan
Tugas

Pembantuan
 (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4816);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
  Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008

Nomor
21,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik

Indonesia Nomor 4698);

19. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010  tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan
  Keuangan
 Gubernur

Sebagai
  Wakil Pemerintah
Di
Wilayah
Provinsi
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23
 Tahun
 2011

tentang

Perubahan
Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010  tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan
  Keuangan
 Gubernur

Sebagai
  Wakil Pemerintah
Di
Wilayah
Provinsi
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5209);

20. Peraturan

Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
  tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional Tahun 2010-2014;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun

2006
tentang

Tata
Cara
Penyusunan
Perencanaan Pembangunan
 Daerah
dan
 Pelaksanaan
 Musyawarah Perencanaan
Pembangunan

Provinsi
Jawa
Tengah (Lembaran Daerah  Provinsi Jawa  Tengah Tahun 2006

Nomor 8 Seri E Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri

E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi
Jawa
Tengah
Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah  Provinsi Jawa  Tengah Tahun 2008

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun

2008
tentang
Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah  Provinsi Jawa  Tengah Tahun 2008

Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi
Jawa
Tengah
Tahun
2008-2013 (Lembaran Daerah  Provinsi Jawa  Tengah Tahun 2009

Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa

Tengah Nomor 21);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun

2010  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi

Jawa
Tengah
Tahun
2009-2029
(Lembaran
Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman
 Pengelolaan
Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13
Tahun
2006

tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pedoman
Penyusunan,
Pengendalian
Dan Evaluasi  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  Tahun

2014  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013

Nomor 471);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN
GUBERNUR
TENTANG
RENCANA
 KERJA PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI
JAWA
TENGAH
TAHUN

2014.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2014, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1

Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 2

RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

a.
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;

b.
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;

c.
acuan
dalam
menyusun
Rencana
Kerja
bagi
Pemerintah
Daerah

Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

menggunakan RKPD Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  Tahun  Anggaran  2014  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.
Narasi
RKPD
Tahun
2014,
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
I

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

b.  Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal  17 Mei 2013

Plh. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Semarang pada tanggal 17 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Asisten Ekonomi Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 25

